
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

1.1 Simpulan 

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai 

berikut: 

1. Pemerintah Kota Gorontalo belum menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dan sampai saat ini masih 

menerapkan peraturan yang lama yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal tersebut dikarenakan masih adanya kendala-kendala 

dalam peraturan yang lama belum dilaksanakan secara optimal. 

2. Dalam menyajikan Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Gorontalo telah mampu 

menyajikan laporan keuangan sendiri tanpa menggunakan bantuan tenaga Konsultan dan 

pendampingan dari BPK. Hal ini disebabkan oleh kemampuan sumber daya manusia atau 

pegawai yang menunjang dalam penyajian laporan keuangan daerah. Yang menjadi masalah 

hanya apabila terjadi perubahan-perubahan Peraturan Pemerintah yang membutuhkan waktu 

lama dalam mensosialisasikannya, karena pegawai yang ada hanya mampu menyusun 

laporan keuangan daerah tanpa mengerti dengan sistem akuntansi keuangan daerah. 

Disamping itu juga masih sering terjadi kelalaian dalam menginput data-data transaksi, 

mencatat informasi, serta nilai-nilai transaksi. 

3. Adanya masalah atau kendala-kendala dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang 

menyebabkan sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 Laporan Keuangan Pemerintah 



Daerah Kota Gorontalo mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari hasil 

pemeriksaan BPK. 

4. Secara keseluruhan pada tahun anggaran 2011, kinerja Pemerintah Daerah Kota Gorontalo 

yang dihasilkan belum optimal karena dalam berbagai kasus masih ditemukannya kesalahan-

kesalahan dalam menyajikan Laporan Keuangan Daerah dan kurangnya rasa tanggungjawab 

aparatur pemerintah terhadap tugas yang dibebankan, disamping itu proses desentralisasi dan 

otonomi daerah masih belum dijalankan sepenuhnya oleh karena adanya beberapa 

kewenangan yang belum dapat dipisahkan secara jelas terutama antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah. 

1.2 Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Kualitas atau keterampilan sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam penyajian 

laporan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Gorontalo lebih ditingkatkan dengan 

diberikan pelatihan teknis maupun nonteknis tentang sistem akuntansi keuangan daerah agar 

Pemerintah Daerah akan selalu siap apabila terjadi perubahan-perubahan Peraturan 

Pemerintah baru dan membutuhkan waktu yang lama dalam menerapkannya. Begitu juga 

dengan kelalaian dalam mencatat informasi dalam menginput data-data transaksi, serta nilai-

nilai transaksi agar mengurangi kesalahan dalam penyajian laporan keuangan daerah dan 

proses penyajian laporan keuangan daerah akan menjadi lebih cepat dan akurat. 

2. Untuk tahun-tahun anggaran selanjutnya hendaknya Pemerintah Daerah Kota Gorontalo 

harus lebih serius lagi dalam menanggapi masalah aset, Mulai dari penganggaran, penilaian, 

penatausahaan, sampai dengan pemanfaatan dan pengamanan aset,dan yang lebih utama lagi 



adalah masalah aset tetap karena aset tetap merupakan bagian utama aset Pemerintah Daerah 

karena nilainya yang sangat signifikan dalam neraca. 

3. Untuk kedepannya sebaiknya Pemerintah Kota Gorontalo harus lebih banyak berkoordinasi 

dengan Pemerintah Pusat oleh karena adanya beberapa kewenangan yang belum dapat 

dipisahkan secara jelas, khususnya proses desentralisasi dan otonomi daerah agar 

memungkinkan daerah mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri yang berdaya guna 

dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta dalam 

rangka pelayanan kepada masyarakat. 

4. Pada tahun anggaran berikutnya, hendaknya kinerja Pemerintah Kota Gorontalo dapat lebih 

baik lagi dengan melakukan berbagai upaya untuk menjamin terpeliharanya kondisi yang 

mantap, aman, dan kondusif sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat 

meningkatkan kredibilitas dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan transparansi serta 

akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah sehingga, good governance dapat 

tercapai. 

 


